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TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS

BEDA AGAMA DAN WASIAT WAJIBAH

A. Tinjauan Umum tentang Waris
1. Pengertian Waris

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, waris (al-
mirats), dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata
waritsa — yaritsu — irtsan — miratsan. Maknanya menurut bahasa ialah
berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu
kaum kepada kaum lain.' Kata “waris” berasal dari bahasa Arab miras.
Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang
meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.?

Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam
hukum waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia”, yaitu:

a. Waris :
Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan)
orang yang telah meninggal.

b. Warisan:
Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

c. Pewaris :
Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia
dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat

wasiat

! Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. Basalamah, Jakarta:
Gema Insani Press, 1995, him. 33.
2 Dian Khairul Umam, Figih Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 2006, him. 11.
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d. Ahli waris:
Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang
berhak menerima harta peninggalan pewaris.
e. Mewarisi:
Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah
mewarisi harta peninggalan pewarisnya®
f. Proses Pewarisan :
Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :
1) Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih
hidup; dan
2) berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.*
Secara terminologi terdapat beberapa perumusan, misalnya

menurut Ali Ash-Shabuni ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang
yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang
ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak
milik legal secara syar’i.”> Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah
soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban
tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih
kepada orang yang masih hidup".® Dalam istilah lain, waris disebut juga
dengan fara'idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama

Islam kepada semua yang berhak menerimanya.” Menurut Wahbah al-

Zuhaeli sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris atau warisan (mirats)

*W.J.S. Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Depdikbud, Pusat
Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982, him. 1148.
;‘Hilman Hadikusumah, Hukum Waris Adat, Bandung : Alumni, 1980, him. 23.
Ibid
¢ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 2006, him.
13.
" Beni Ahmad Saebani, Figh Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 2014, him. 13.
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sama dengan makna tirkah yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh
seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat
materi dan nonmateri.?

Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa
"warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal,
yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih
dalam keadaan tidak terbagi-bagi".® Soepomo dalam bukunya “Bab-bab
tentang Hukum Adat" mengemukakan sebagai berikut:

"Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur

proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda

dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele
goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada
turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih
hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut™ oleh sebab orang lua
meninggal dunia. Memang mcninggalnya bapak atau ibu adalah
suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi

sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan
dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.™

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan:
"Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur

apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang

harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih

kepada orang lain yang masih hidup".**

B. Ter Haar Bzn dalam bukunya "Azas-asas dan Susunan Hukum
Adat" terjemahan K. NG. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan

hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum

8 Athoilah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), Bandung: Yrama Widya, 2013,
him. 2.

*Ibid, halaman 21

Y50epomo, op, cit, him. 72 — 73.

YR, Santoso Pudjosubroto, Masalah Hukum Sehari-hari, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964,
him. 8.
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yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan
dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke
generasi”.*?

A. Pitlo dalam bukunya "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-
undang Hukum Perdata Belanda"™ memberikan batasan Hukum waris
sebagai berikut:

"Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum
mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai
pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari
pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam
hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan
antara mereka dengan pihak ketiga" =

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat
rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya
para penulis hukum sependapat bahwa "hukum waris itu merupakan
perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta
kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya".

Ahli figh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan
dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini,
dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya:

ilmu Mawaris atau ilmu Faraid. Orang yang pandai dalam ilmu ini,

dinamakan Faaridi, Fardii, Faraaidli, Firridl.**

12Ter Haar Bzn, Beginselen en Stelsel van Het Adat Recht, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto,
"Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat", Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, him. 197.

1A Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terj. M. Isa Arief,
Jakarta: Intermasa, 1979, him. 1.

YTM. Hasbi Ash Shiddieqy, Figih Mawaris, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, him. 6
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Tentang kata faraid, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary

mengatakan:

B, A el L Lo by i) @ o all G2y b ai>
Artinya: Kata faraid bentuk jama dari faridah artinya yang difardukan.
Fardu menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan menurut

syara dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan
untuk ahli waris.

Para fugaha menta'rifkan ilmu ini dengan:

B BAS D))y ST M S Y ey S pr G e
Artinya: IImu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka,
orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima

oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.®
Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam
adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah
meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak
kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.’
Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan
seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi
tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati

kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat

untuk semua yang beragama Islam.*®

Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, Fath al- Mu’in Bi Sarh Qurrah al-Uyun,
Makltgbah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, him. 95
Ibid
" Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: Ull Press, 2004 him. 132
8 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004, him. 6.
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Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut
hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia.
Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli
waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.
. Dasar Hukum Waris

Selain al-Quran, hukum kewarisan dalam Al-qur’an dan hadits
Rasulullah SAW., pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang
mukhtalaf fih dan peraturan perundang-undangan:

a. Al-Qur'an
Ayat-ayat al-Quran cukup banyak yang menunjuk tentang

hukum kewarisan. Di bawah ini akan dikutip pokok- pokoknya saja.
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Artinya:Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan
untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama
dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu
semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja,
maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu
bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi
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oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika
yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka
ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas)
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah
dibayar utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anaknu,
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana (QS. al-Nisa’, 4:11)."

Tentang asbab al-nuzul surat al-Nisa ayat 11, dalam Tafsir
Jalalain dijelaskan antara lain: bahwa diketengahkan oleh imam yang
berenam dari Jabir bin Abdillah, katanya: Nabi saw., bersama Abu
Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan
kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air
kemudian berwudu dan setelah itu dipercikannya air kepada saya
hingga saya siuman, lalu tanya saya: "Apa yang seharusnya saya
perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat: "Allah
mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang
anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".?

Selain ayat al-Qur'an di atas, dapat pula dijumpai dalam QS.al-

Anfal: ayat 72; al-Ahzab ayat 4; dan al-Nisa ayat 7.
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% yvayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya,
Depag RI, 1986, him. 116.

2% 1mam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain, Kairo: Dar al-Fikr,
t.th. him. 397.
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Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta
berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan
orang-orang Yyang memberikan tempat kediaman dan
pertolongan, mereka itu satu sama lain lindung-melindungi.

Dan orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka

tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka,

sebelum mereka berhijrah. jika mereka meminta pertolongan
kepadamu dalam agama, maka kamu wajib memberikan
pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian

antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan (QS. Al-Anfal ayat 72).
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Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak
bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik
sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan
(QS. Al-Nisa ayat 7).

Al-Qur’an surat Al-Anfal ayat 72 sebagaimana telah disebut di
atas, memberi petunjuk bahwa mu’min yang berhijrah dan berjihad
dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang
memberikan tempat kediaman dan pertolongan, mereka itu ibarat satu
bangun yang saling menguatkan dan satu sama lain lindung-
melindungi. Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 4 mengandung arti bahwa
tidak boleh seorang suami menyerupakan istrinya dengan ibunya suami

karena Allah SWT tidak menjadikan istri-istri yang dizhihar itu sebagai
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ibunya, dan tidak boleh seseorang menjadikan anak-anak angkatnya
sebagai anak kandungnya. Al-Qur’an surat Al-Nisa ayat 7 menjadi
petunjuk bahwa setiap laki-laki dan wanita ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya menurut bahagian yang telah
b. Hadits

Imam al-Bukhari menghimpun hadits tentang hukum kewarisan
tidak kurang dari 46 hadits.” Imam Muslim menyebut hadits-hadits
kewarisan kurang lebih 20 hadits.?* Di antaranya:
1) Hadits riwayat Muttafaq ‘alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan

Muslim.

Giey S5 ey Ao L el ek JU
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari
Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra.
Dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian
tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya
untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat
kekerabatannya). (HR.Bukhari dan Muslim).?

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa dalam membagi harta

warisan harus dibagi dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan dan

2! |mam Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M, him. 2-13."
22 |mam Muslim, Sahih Muslim, Juz 2, Jakarta: Dar lhya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th., hm. 2-5.
2% Imam Bukhari, Op. Cit., him. 189
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harus diberikan kepada yang berhak, sedangkan sisanya untuk orang
laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).

2) Hadits-hadits lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-

bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Quran. Misalnya riwayat

dari Huzail ibn Syurahbil mengatakan:

Sayy el wl Ly dle B Lo 1 e Ju
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Adam dari Syu'bah
dari Abu Qais dari Huzail bin Syurajil berkata: Nabi SAW
memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu
perempuan  garis  laki-laki ~ seperenam  sebagai
penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara
perempuan (H.R. al-Bukhari). **

Hadits di atas menjadi petunjuk bahwa bagian-bagian warisan
itu harus dibagi sesuai dengan apa yang tercantum dalam al-Qur’an,
yaitu bagian anak perempuan setengah cucu perempuan garis laki-laki
seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk
saudara perempuan.

c. Peraturan Perundang-Undangan
Dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 35
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta
benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta

bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang

24 |bid., him. 189.,
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diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain. Pasal 36 undang-undang tersebut menentukan bahwa mengenai
harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua
belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum
mengenai harta bendanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991
tentang KHI, pembahasan masalah waris atau hukum kewarisan
terdapat dalam Buku Il tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari
Pasal 171. Dalam perspektif KHI, hukum kewarisan adalah hukum
yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan
(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli
waris dan berapa bagiannya masing-masing.? Harta peninggalan adalah
harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang
menjadi miliknya maupun hak-haknya.?® Harta waris adalah harta
bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk
keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk

kerabat.?’

2> pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI

28 1bid
2" |bid
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B. Ahli Waris Beda Agama Menurut Yusuf Qardhawi

Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga
sebaliknya.?® Hukum ini disepakati para imam yang empat. Dihikayatkan oleh
Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa muslim mengambil pusaka dari
orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh mengawini
wanita kafir, wanita Islam tidak boleh dikawini lelaki kafir.*®

Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab
terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama
(berlainan agama). Maka seorang Islam tidak dapat mewaris orang kafir, dan
sebaliknya.*® Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah
apabila antara ahli waris dan al-muwarris, salah satunya beragama Islam, yang
lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarissnya
beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama.
Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya
beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi.
Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang
Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi‘ah.

Dasar hukumnya Qur’an, hadits Rasulullah yaitu riwayat al-Bukhari

dan Muslim sebagai berikut:

283yekh Mahmud Syalthut, Figih Tujuh Madzhab, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV
Pustaka Setia, 2000, hIm.293

°TM.Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Figih Islam, Tinjauan antar Mazhab, Semarang:
PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, him. 310.

%9Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, Dar al-lhya al-Kitab, al-
Arabiah, Indonesia, tth, him. 6.
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Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-

orang kafir (untuk menguasai orang mukmin) (QS. al-Nisa: 141).%

Maksud ayat di atas bahwa Allah SWT akan menutup semua akses
bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Hal ini

diperkuat lagi dengan petunjuk hadits Rasulullah sebagai berikut:
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Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang
muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi
orang muslim. (Muttafaq ‘alaih). *?

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa tidak ada waris mewarisi antara
muslim dengan orang kafir, antara orang kafir dengan orang muslim.

Demikian juga dalam hadits riwayat Turmuzi sebagai berikut:

Lallis delul Cods L) (6,9 walnl Lol S

Artinya: "Dan dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW
bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda

lyayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya,
Depag RI, 1986, him. 103

%2Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari,
Sahih al-Bukhari, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, him. 194, Sayid al-Iman
Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-
Ahkam, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, him. 98
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agama (HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah.
Nasa’i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid). *

Hadits ini mengisyaratkan bahwa tidak ada waris mewarisi antara
muslim dengan orang kafir, demikian pula sebaliknya. Nabi SAW sendiri
mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan
sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang
cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW. meninggal sebelum masuk Islam,
oleh Nabi SAW harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang
masih kafir, yaitu 'Ugail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah
masuk Islam, yaitu 'Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian.**

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan
apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada
saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai
berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli
waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk
Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi
harta peninggalan si mati. Dan bukan pada saat pembagian warisan yang
dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama.

Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan

bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan

3Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-
Turmuzi, Sunan at-Turmuzi, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz ibn Hajar al-
Asqgalani, Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-1jtimaiyah tth,
him. 196.

% Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma‘arif, 1981, him. 12



29

dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status
berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi. Pendapat Imam
Ahmad di atas sejalan dengan pendapat golongan mazhab Syi'ah Imamiyah.
Alasan yang dikemukakannya adalah, sebelum harta dibagi, harta-harta
tersebut belum menjadi hak ahli waris yang pada saat kematian muwarris telah
memeluk Islam. Namun pendapat terakhir ini, agaknya sulit diikuti, karena
besar kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan
akan dengan mudah mengalahkan agama yang dipeluknya, dan
menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya memperoleh harta warisan.
Walaupun pada saat kematian muwarris, ia masih berstatus sebagai kafir,
sebelum harta dibagi ia dapat menyatakan diri memeluk Islam untuk tujuan
mendapatkan warisan. *

Mayoritas Ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan
hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan
pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.®
Pemahaman yang dapat diambil dari praktik pembagian warisan Abu Thalib,
adalah bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tidak menjadi
penghalang saling mewarisi. Hakikatnya, antara agama-agama selain Islam
adalah satu, yaitu agama yang sesat. Demikian pendapat Ulama-ulama
Hanafiyah, Syafi‘iyah, dan Abu Dawud al-Zahiry. Dasar hukumnya adalah

Firman Allah SWT:

% Ibid., him. 12
% Ibid, him. 13



30

- E ] 5’5,/}/54 & 9/o/°/f/j
O 35 s S S yi/&ds.wbw

Artinya: ...maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan...
(QS.Yunus-.32).%’

Selanjutnya Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa
perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tetap menjadi penghalang
mewarisi. Dasarnya adalah, bahwa masing-masing agama mereka mempunyai

syari‘at sendiri-sendiri, seperti diisyaratkan Firman Allah SWT:
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Artinya: Bagi setiap umat di antara kamu, Kamijadikan suatu peraturan dan
tata cam (sendiri-sendiri)... (QS. al-Maidah: 48).%

Mengenai orang murtad orang yang keluar dari agama Islam, para
Ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini
karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (shilah) syari'ah dan
melakukan kejahatan agama.®® Karena itu, meskipun dalam isyarat al-Qur'an
bahwa mereka dikatagorikan sebagai orang kafir, para Ulama menyatakan
bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli
warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke
baitul-mal sebagai harta fai' atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan

umum.

%7 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya,
op.cit. him. 401,

% 1bid., him. 209.

%% Muslich Maruzi, Pokok-pokok Ilmu Waris, Semarang: Pustaka Amani, 1981, him. 16
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Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad memiliki
harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk Islam, dapat diwarisi oleh ahli
warisnya yang muslim. Selebihnya, dimasukkan ke baitul-mal. Sudah barang
tentu hal ini dapat dilakukan jika dapat dipisah-pisahkan harta mana yang
diperoleh ketika masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah murtad.
Apabila tidak bisa dipisah-pisahkan, maka sebaiknya semua kekayaannya
dimasukkan ke baitul-mal.*’

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid menerangkan tentang
waris beda agama secara rinci yang uraiannya dapat diikuti di bawah ini:*
Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin serta fugaha Amshar
berpendapat bahwa orang muslim tidak mewaris orang kafir karena adanya
hadits sahih tersebut.

Dalam pada itu, Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah dari kalangan
sahabat, serta Sa'id bin al-Musayyab dan Masruqg dari kalangan tabiin, dan
segolongan fugaha berpendapat bahwa orang muslim itu mewaris orang kafir.
Dalam kaitan ini mereka menyamakan hal itu dengan wanita-wanita orang
kafir yang boleh dikawini. Mereka berkata, "Kami boleh mengawini wanita
mereka, tetapi kami tidak diperbolehkan mengawinkan mereka dengan wanita
kami, maka begitu halnya dengan hal warisan." Dan dalam hal ini mereka

meriwayatkan hadits yang musnad. Abu Umar berkata, "Pendapat tersebut

* TM.Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit., him. 310.
“lbnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Mugtasid, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409
H/1989, him. 413 — 417.
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tidak kuat bagi jumhur fugaha.” Mereka juga menyamakan kepewarisan dari
orang kafir tersebut dengan gishash darah yang tidak seimbang.*?

Adapun mengenai harta orang murtad, jumhur fugaha Hijaz
berpendapat bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati secara wajar
untuk kaum muslim, sedang keluarganya tidak mewarisinya. Pendapat ini
dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i serta dipegangi oleh Zaid r.a. dari
kalangan sahabat.*?

Dalam pada itu, Abu Hanifah, ats-Tsauri, jumhur fugaha Kufah, dan
kebanyakan fugaha Basrah berpendapat bahwa orang murtad itu diwarisi oleh
para pewarisnya yang memeluk agama Islam. Ini adalah pendapat Ali dan
lbnu Mas'ud ra. dari kalangan sahabat.** Fugaha golongan pertama
berpegangan pada keumuman hadits. Sedang fugaha golongan kedua
berpegangan dengan mentakhsiskan keumuman hadits dengan giyas. Qiyas
mereka dalam hal ini ialah hubungan kekerabatan para pewaris muslim itu
lebih utama dibanding kaum muslim, karena pewaris tersebut mengumpulkan
dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan, sementara kaum muslim hanya
mempunyai satu sebab saja, yaitu Islam.*®

Nampaknya golongan kedua ini menguatkan pendapat bahwa hukum
Islam masih diberlakukan terhadap harta orang murtad, dengan bukti hartanya
tidak diambil seketika, tetapi ditunggu sampai ia mati. Karena itu, hidupnya

masih dianggap dalam rangka memelihara hartanya tetap berada dalam hak

“2 1bid., him. 417.

*Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004, him.86
** Muslich Maruzi, Op. Cit., him. 16.

*1bid
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miliknya. Itu berarti hartanya harus dihormati sesuai ketentuan hukum Islam.
Karena itu, hartanya tidak boleh ditetapkan atas dasar kemurtadan, berbeda
dengan harta orang kafir.*®

Menurut Syafi'i dan yang lain, gadla’ salat yang ditinggalkan selama
murtad dapat diterima, jika ia bertobat dari murtadnya. Golongan lain
mengatakan, hartanya itu ditangguhkan dulu, karena masih kehormatan Islam.
Dengan penangguhan itu diharapkan ia mau kembali kepada Islam dan
penguasaan kaum muslim terhadap hartanya itu, tidak melalui jalan warisan.
Sementara itu, ada segolongan fugaha yang nyleneh pendapatnya, dengan
mengatakan, begitu terjadi kemurtadan, hartanya itu untuk kaum muslim.
Menurut dugaan saya, Asyhab adalah salah seorang yang berpendapat
demikian.”’

Adapun tentang warisan antar agama, bahwa fugaha sependapat untuk
memberikan warisan kepada pemeluk agama yang satu, sebagian mereka atas
sebagian yang lain. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pewarisan
antar agama yang berbeda-beda.*”® Malik dan segolongan fugaha berpendapat
bahwa pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling mewaris, seperti orang
Yahudi dan Nasrani. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan
segolongan fugaha.*

Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, ats-Tsauri, Dawud dan yang lain-lain

berpendapat, bahwa semua orang kafir saling mewaris. Sementara itu,

* Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004, him.86.

T Athoilah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), Bandung: Yrama Widya, 2013,
him. 45.

*Amir Syarifuddin, Op. Cit., him. 87

*9 Athoilah, Op. Cit., him. 46.
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Syuraih, lIbnu Abi Laila, dan segolongan fugaha membagi agama-agama yang
tidak saling mewaris menjadi tiga golongan. Orang-orang Nasrani, Yahudi,
dan Sabi'in adalah satu agama; orang-orang Majusi dan mereka yang tidak
mempunyai Kitab suci adalah satu agama; dan orang-orang Islam adalah satu
agama pula. Dari Ibnu Abi Laila diriwayatkan bahwa ia berpendapat , seperti
pendapat Malik.>

Malik dan fugaha yang sependapat dengannya berpegangan pada
hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dari Amr bin Syu'aib
dari ayahnya dari kakeknya. Sedang ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah

berpegangan pada sabda Nabi SAW:

el 2o Y idgpjijmy@;ﬂ OF ayj op wslul e
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Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang
muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi
orang muslim. (Muttafaq 'alaih). >

Berdasarkan dalil khithab mafhum hadits tersebut adalah orang muslim
itu dapat mewaris sesama orang muslim, dan orang kafir dapat mewaris
sesama orang kafir. Pendapat yang menggunakan dalil khithab mengandung
kelemahan, seperti nampak dalam kasus waris ini.

Pasal 171 huruf c Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI

menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

*% Ibnu Rusyd, op. cit, him. 414

SIAl-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari,
Sahih al-Bukhari, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, him. 194, Sayid al-Iman
Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram, Juz 3, Mesir:
Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, him. 98
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mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*?
Menurut Ahmad Rofig ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan
adanya penghalang saling mewarisi. Kendatipun demikian, ketentuan tersebut
masih bersifat global.>

Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara
ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya
menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya
pewaris (Pasal 171 huruf ¢ KHI). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris
beragama Islam, pasal 172 KHI menyatakan:

Anhli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari - kartu
identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi
bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut
ayahnya atau lingkungannya.

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum
huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan
meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan
ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 KHI).>*

Yang dimaksud berbeda agama di sini adalah antara orang Islam dan
non-Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam misalnya antara orang Kristen

dan Budha tidak termasuk dalam pengertian ini.

52 Tim Redaksi Fokus Media, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum
Islam, Bandung: Fokus Media, 2014, him. 56.

5% Ahmad Rofig, Hukum Islam...Op. Cit., him. 402.

>* 1bid., him. 404.



36

Seorang ulama kontemporer bernama Yusuf al-Qaradawl menjelaskan
dalam bukunya Hadyu al-Islam Fatawr Mu’a’sirah bahwa orang Islam dapat
mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak
boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan
tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya.
Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu
untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan
agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat
kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.>

C. Wasiat Wajibah

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah,
yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam
keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas
apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama
berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya
berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.”® Ahmad bin Hambal,
Ibnu Hzm, Said Ibnul Musyyab, dan Al-Hasanul Bashri berpendapat bahwa
untuk kerabat dekat yang tidak mendapat warisan, seseorang wajib membuat
wasiat. Hal ini berdasarkan pada surah Al-Bagarah ayat 180.

Aljashshash dalam bukunya Akhkamul Qur’an menegaskan bahwa

dalam surah di atas jelas menunjuk pada wajibnya berwasiat untuk keluarga

> Al-Qaradawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terjemah Hadyu al-Islam Fatawi Mu asirah, Jilid
ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), him. 850.

% Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum
Hukum di Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 148
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yang tidak mendapatkan warisan. Dalam kaitannya dengan hal ini, Ibnu Hazm
berpendapat bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang
tidak mendapatkan warisan maka hakim harus bertindak sebagai pewaris,
yakni memberikan sebagian harta warisan kepada kerabat yang tidak
mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajibah untuk mereka.>’

Menurut Ahmad Rafiq, wasiat wajibah adalah tindakan yang
dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau
member putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang
diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam versi
lain Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis mengemukakan bahwa
wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh
seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak
meninggalkan wasiat itu.>®

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari
pendapat-pendapat ulama salaf dan kalaf. Fatchur Rahman mengemukakan
wasiat wajibah ini muncul karena:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang member wasiat dan munculnya
kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa
tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang

menerima wasiat.

%" Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1999, him. 9.

58 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006,
him. 166.
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2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan
laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

3. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu laki-laki maupun
perempuan, baik pancar laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya
mati yang mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri
tentang konsep wasiat wajibah ini, yaitu membatasi orang yang berhak
menerima wasiat wajibah ini yakni kepada anak angkat dan orang tua angkat
saja. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai
dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat
yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya
1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Secara garis besar antara waris pengganti (penggantian kedudukan)
dengan wasiat wajibah adalah sama. Perbedaanya jika dalam wasiat wajibah
dibatasi penerimaannya Vyaitu sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta
warisan, maka dalam waris pengganti adalah menggantikan hak yang
disesuaikan dengan hak yang diterima orang yang digantikan itu.

Untuk mengetahui besarnya wasiat wajibah dan berapa besarnya ahli
waris lainnya, menurut professor Hasbi Ash shiddieqy hendaklah diikuti

langkah-langkah sebagai berikut:*

1. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris
masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada,

>% A. Rachmad Budiono, op.cit, hal. 28.
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termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal lebih dulu itu.
Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah menjadi wasiat wajibah, asal
tidak lebih dari sepertiga.

2. Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada. Mungkin, besarnya
sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal
dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula sepertiga.

3. Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan inilah yang dibagikan
kepada ahli waris lain.

Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara
langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan
kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan
perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim
karena wasiat wajibah itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan,
yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah
namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat
dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi
tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat

dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka

dapat menerima bagian dari harta pewaris.*

% Abdul Manan, op.cit, hal. 169.



